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PENDAHULUAN 
Demokrasi merupakan suatu konsep ideal yang saat ini diterapkan di hampir 

seluruh negara di dunia. Dalam teori politik, demokrasi dianggap sebagai bentuk 

pemerintahan yang paling representatif karena memberi ruang bagi keterlibatan rakyat 

dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip fundamental demokrasi meliputi 

kebebasan individu, persamaan di hadapan hukum, dan adanya mekanisme pengawasan 

terhadap kekuasaan negara. Dalam praktik demokrasi yang sehat, setiap warga negara 

memiliki hak untuk ikut serta dalam proses politik, baik secara langsung maupun 

melalui wakil yang dipilih (Riyani & Putri, 2023). 

Dewasa ini, banyak negara memilih sistem demokrasi karena dianggap mampu 

memberikan keadilan yang sejati bagi setiap warganya. Menurut Cornelia et al. (2024), 

demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat 

untuk menentukan kebijakan dan keputusan politik melalui mekanisme partisipatif. 

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti kekuasaan 

tertinggi dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Hal ini berbeda dengan konsep pemerintahan 

kuno yang sering kali tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, 

setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan harus 

mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. 
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Dalam konteks pemerintahan yang berprinsip demokratis, pemilihan umum 

(Pemilu) memiliki peran kunci dalam membentuk dasar demokrasi. Pemilu dianggap 

sebagai instrumen utama dalam demokrasi dan sebagai ekspresi dari kedaulatan rakyat 

dalam memilih para perwakilan dan pemimpin yang memiliki visi yang sesuai dengan 

aspirasi masyarakat, serta memiliki kapasitas dan tanggung jawab dalam usaha 

meningkatkan kesejahteraan publik. Di Indonesia, pemilu menjadi sebuah agenda yang 

penting untuk dilaksanakan sebagai manifestasi nyata dari demokrasi dan berfungsi 

sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang 

demokratis (Sudirman et al., 2023). 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan langkah strategis dalam 

membangun akuntabilitas lokal, kesetaraan politik, dan responsivitas pemerintahan 

daerah. Pilkada merupakan pilar penting dalam pembangunan politik dan sosial di 

tingkat daerah, karena menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara 

aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-

hari. Lebih dari sekadar proses elektoral, hasil dari pilkada diharapkan mampu 

membawa perbaikan dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Pilkada yang 

dikelola secara profesional dan demokratis akan berdampak langsung pada terciptanya 

pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada perubahan positif dalam kehidupan 

politik lokal (Selfiyana dan Muhtadi, 2025). 

Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis adalah 

adanya partisipasi publik. Partisipasi publik menjadi elemen krusial dalam penguatan 

sistem demokrasi. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi dan 

kepentingannya, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi publik tidak hanya 

terbatas pada pemilu, tetapi juga mencakup kegiatan seperti keterlibatan dalam 

pembuatan kebijakan publik, diskusi kebijakan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

hukum dan pemerintahan. Semakin tinggi tingkat partisipasi publik, semakin kuat 

kontrol masyarakat terhadap kekuasaan negara, sehingga mencegah penyalahgunaan 

wewenang dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar 

mewakili kepentingan rakyat (Riskiyono, 2022). 

Dalam demokrasi yang ideal, partisipasi publik juga berfungsi sebagai sarana 

pendidikan politik bagi warga negara. Dengan berpartisipasi, masyarakat dapat 

memahami lebih dalam tentang mekanisme pemerintahan, proses pembuatan kebijakan, 

dan hak-hak politik yang mereka miliki. Oleh karena itu, partisipasi publik 

berkontribusi langsung pada peningkatan kesadaran politik dan memperkuat legitimasi 

pemerintah. Tanpa partisipasi yang memadai, demokrasi bisa berubah menjadi oligarki 

di mana keputusan penting hanya diambil oleh segelintir elit (Kontu et al., 2024). 

Dalam sistem demokrasi, keterlibatan masyarakat, baik laki-laki maupun 

perempuan, menjadi prasyarat terwujudnya pemerintahan yang representatif. Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan kontitusi 

Negara telah memberi ruang untuk setiap warga negara untuk ikut serta dalam 

pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin. Setiap warga Negara tanpa kecuali, 

baik laki-laki maupun perempuan di semua lapisan masyarakat mempunyai kedudukan 

yang sama dan kesempatan yang sama di bidang politik. 

Secara konstitusional, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk 

aktif berpartisipasi di masyarakat termasuk dalam bidang politik. Partisipasi perempuan 

dalam bidang politik merupakan kegiatan sukarela kaum perempuan dari berbagai 

aktivitas, seperti pengamat politik, dosen, aktivis perempuan, penjabat pemerintah atau 

anggota parlemen, anggota partai dan sebagainya, sehingga para perempuan melibatkan 

diri secara aktif dalam bidang politik, baik terlibat secara langsung maupun tidak 

langsung dalam proses pembuatan suatu kebijakan (Setiawati & Agustini, 2024).  
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Partisipasi perempuan dalam bidang politik merupakan indikator penting dalam 

menilai kualitas demokrasi dan kesetaraan gender. Namun demikian, pada 

kenyataannya representasi perempuan dalam struktur kekuasaan masih tergolong 

rendah. Keterwakilan perempuan dalam berbagai lapangan kehidupan pemerintahan 

formal, baik dalam lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif selalu menempati 

posisi minoritas, bahkan ada lembaga yang tidak ada sama sekali perempuan yang 

duduk di dalamnya. Partai politik yang menjadi hulu dari tindakan kebijakan 

keterwakilan perempuan atau affirmative action belum mampu dan belum berkomitmen 

kuat untuk melibatkan perempuan sebagai sosok yang strategis dan menguntungkan 

mereka (Adriani dan Maulia, 2024). 

Sepanjang sejarahnya, perempuan Indonesia menjadi kelompok minoritas yang 

terabaikan pada area politik. Profil perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan 

sebagai manusia yang hidup dalam situasi dilematis, karena presepsi yang melakat pada 

perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah laki-laki. Fenomena ini 

menunjukkan masih adanya kesenjangan gender yang cukup signifikan, di mana ruang-

ruang politik strategis masih didominasi oleh laki-laki. Perempuan seringkali hanya 

ditempatkan pada posisi pendukung, pelaksana teknis, atau sekadar menjadi pelengkap 

dalam kepengurusan organisasi politik (Nuriana et al., 2023). 

Di tingkat lokal, ketimpangan ini semakin jelas terlihat. Di banyak daerah, 

partisipasi perempuan dalam politik masih dipandang secara skeptis oleh masyarakat. 

Beberapa gejala yang terlihat antala lain adalah minimnya jumlah perempuan yang 

mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala daerah, kebanyakan perempuan 

hanya mengisi posisi sebagai staff atau bagian administrasi pada instansi pemerintah. 

Adanya stereotip gender yang menyatakan bahwa perempuan yang terjun dalam dunia 

politik dianggap telah melawan kodratnya sebagai perempuan, dimana secara kultural 

perempuan ditempatkan dalam ranah domestik, sementara laki-laki ditempatkan dalam 

ranah publik, dan politik dikategorikan dalam ranah publik (Kurniawan et al., 2025). 

Kabupaten Sumbawa memiliki karakteristik unik. Secara demografis, perempuan 

di Kabupaten Sumbawa selalu menempati porsi yang lebih besar dibandingkan laki-laki 

dalam daftar pemilih tetap. Hal ini menjadikan perempuan sebagai kekuatan elektoral 

yang sangat menentukan hasil suatu kontestasi politik. Data KPU menunjukkan bahwa 

jumlah pemilih perempuan mencapai 50,7% dengan tingkat partisipasi yang mencapai 

80,6%. Angka ini mencerminkan kesadaran politik yang tinggi di kalangan masyarakat. 

Namun dalam praktiknya, peran perempuan seringkali tereduksi pada aspek mobilisasi 

massa semata, sementara ruang untuk berbicara dan menentukan arah kebijakan masih 

sangat terbatas dan didominasi oleh laki-laki. Meskipun kerangka hukum mendukung 

perwakilan perempuan, namun pada partisipasi aktualnya masih rendah, yang 

menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik.  

Kontestasi Pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2024 menjadi momentum yang 

menarik untuk dikaji, khususnya bagaimana dinamika gender berlangsung dalam Tim 

Sukses pasangan calon Jarot-Ansori. Sebagai salah satu kontestan utama, struktur tim 

sukses ini merekrut banyak perempuan dalam barisan kepengurusan. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengupas tuntas bagaimana posisi tawar perempuan, 

bentuk pekerjaan yang diemban, proses perekrutan, serta tantangan budaya dan 

struktural yang dihadapi. Penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat mengenai representasi gender dalam politik, peran media dalam 

membentuk opini publik, serta perlunya kebijakan dan dukungan kelembagaan yang 

mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam ranah politik. Hal ini memperkuat 

validitas dan relevansi penelitian ini dalam menelaah dinamika persepsi masyarakat 

terhadap partisipasi perempuan dalam politik.  
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METODE PENELITIAN  

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Moleong (2021), penelitian deskriptif kualitatif adalah 

sebuah metode penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena atau 

kejadian apa adanya tanpa memanipulasi variabel, menggunakan data non-numerik 

seperti wawancara dan observasi untuk memahami kenyataan sosial secara mendalam. 

Tujuannya adalah memberikan gambaran utuh dan rinci mengenai karakteristik, 

kualitas, serta keterkaitan dari suatu kejadian atau keadaan yang diamati.  

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan metode deskriptif kualitatif bertujuan 

untuk memahami makna, mendeskripsikan fenomena, dan menggali pengalaman 

informan secara mendalam terkait peran perempuan dalam politik pada pemilihan 

kepala daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2024.  

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut 

Leksono (2020), data kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk kata, skema, 

dan gambar. Data kualitatif bersifat non-numerik, sehingga tidak dapat diukur secara 

langsung. Pada penelitian ini, data kualitatif merupakan jawaban atas pertanyaan yang 

dikumpulkan secara langsung dari informan penelitian melalui wawancara mendalam 

(in-depth interview), observasi partisipatif, dan analisis dokumen/teks berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer. Menurut  

Menurut Kriyantono (2021), data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti langsung dari sumber pertama atau tangan pertama di lapangan. Data primer 

dalam penelitin ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, yaitu 

seluruh perempuan yang tergabung dalam Tim Sukses Jarot Ansori pada pilkada 

Kabupaten Sumbawa tahun 2024. 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di seluruh daerah Kabupaten Sumbawa menurut sebaran 

wilayah kerja Tim Sukses pasangan Jarot-Ansori. Pemilihan lokasi penelitian tersebut 

didasarkan pada pertimbangan yang kuat bahwa wilayah kerja tim sukses merupakan 

representasi yang valid dari basis dukungan politik secara merata. Hal ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat mencakup dinamika aspirasi 

dari seluruh wilayah di Kabupaten Sumbawa. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 yang bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai peran yang telah dilakukan perempuan dalam Tim 

Sukses pasangan Jarot Ansori untuk memenangkan suara pada pilkada Kabupaten 

Sumbawa tahun 2024. Selama waktu penelitian tersebut diharapkan peneliti dapat 

memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan peran, proses rekrutmen, serta 

faktor pendorong dan penghambat keterlibatan perempuan dalam Tim Sukses pasangan 

Jarot Ansori. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, 

wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan secara langsung dan 

terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman dan 

pandangan informan dalam kegiatan kampanye Tim Sukses Jarot Ansori pada pilkada 

Kabupaten Sumbawa tahun 2024. Adapun informasi pada penelitian ini terdiri dari 
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koordinator perempuan, anggota tim sukses, relawan, dan tokoh masyarakat. Kedua, 

observasi partisipatif (participatory observation) yang dilakukan dengan melibatkan diri 

secara langsung dalam beberapa kegiatan kampanye untuk melihat secara nyata 

bagaimana interaksi dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam Tim 

Sukses Jarot Ansori pada pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2024. Ketiga, 

dokumentasi (documentation) yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-

dokumen pendukung seperti gambar, video, dan arsip tertulis yang relevan berkaitan 

dengan kegiatan kampanye Tim Sukses Jarot Ansori pada pilkada Kabupaten Sumbawa 

tahun 2024. 

 

Teknik Analisis Data 
Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2019) yang meliputi tiga 

tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data 

dilakukan dengan memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh 

dari lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan untuk 

memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan-

temuan yang diperoleh selama penelitian dengan mengacu pada teori kepemimpinan 

transformasional. 

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan 

data dari berbagai informan yang berbeda (kepala sekolah, guru, dan siswa). Triangulasi 

metode dilakukan  dengan  menggunakan  berbagai  teknik  pengumpulan  data  

(wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memvalidasi temuan penelitian 

(Sugiyono, 2021). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, ditemukan bahwa peran 

perempuan dalam Tim Sukses Jarot-Ansori memiliki dinamika yang unik. Secara 

umum, keterlibatan perempuan sangat masif dan terlihat jelas dalam kegiatan-kegiatan 

kampanye, namun terdapat perbedaan yang mencolok antara kontribusi yang diberikan 

dengan posisi tawar yang dimiliki dalam struktur organisasi. Pembahasan berikut 

menguraikan temuan tersebut secara terintegrasi. 

1. Dimensi Peran Perempuan: Antara Substansi dan Struktur 

Dalam analisis teori peran (role theory), perilaku seseorang ditentukan oleh 

ekspektasi sosial dan posisi yang mereka tempati. Dalam konteks tim sukses, peran 

perempuan dapat dilihat dari tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu peran 

normatif-sosial, peran operasional, dan peran strategis. 

a. Peran Normatif dan Sosial 

Hasil observasi menunjukkan bahwa perempuan memiliki keunggulan 

komparatif yang sangat besar dalam membangun relasi sosial dan kepercayaan 

publik. Mereka berfungsi sebagai komunikator sosial yang efektif. Dengan gaya 

komunikasi yang dianggap lebih lembut, santun, dan persuasif, perempuan lebih 

mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya kelompok ibu-ibu 

dan keluarga. Hal ini sejalan dengan karakteristik masyarakat Sumbawa yang 

sangat menjunjung tinggi nilai sopan santun dan hubungan kekerabatan. 

b. Peran Normatif dan Sosial 

Selain normatif, perempuan juga bertindak sebagai pembangun kedekatan 

emosional. Kehadiran mereka tidak hanya sekadar menyosialisasikan program, 

tetapi juga menjadi jembatan aspirasi yang mampu mendengarkan keluh kesah 

warga. Dalam masyarakat yang religius, perempuan juga berperan sebagai 
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penjaga nilai moral, di mana kehadiran mereka memberikan citra positif dan 

kesan bahwa kegiatan kampanye dilakukan dengan etika dan nilai-nilai kebaikan. 

c. Peran Aktual dan Operasional 

Secara teknis, peran perempuan sangat nyata dan dominan dalam 

pelaksanaan kegiatan lapangan. Mereka adalah mobilisator massa yang handal. 

Memanfaatkan jaringan yang sudah terbentuk sebelumnya seperti pengurus PKK, 

majelis taklim, arisan, dan kelompok seni, perempuan mampu menggerakkan 

orang banyak dengan efektif. Aktivitas seperti kampanye door-to-door, kunjungan 

desa, hingga pengumpulan massa dalam acara besar sangat bergantung pada peran 

aktif perempuan. 

Selain itu, perempuan juga sangat diandalkan dalam aspek administrasi dan 

logistik. Ketelitian, kerapian, dan kemampuan manajemen yang dimiliki membuat 

mereka dipercaya mengurus berbagai kebutuhan teknis yang detail, mulai dari 

surat-menyurat, dokumentasi, hingga konsumsi kegiatan. Ini menunjukkan bahwa 

secara substansi, kontribusi perempuan sangat vital dan menjadi "mesin" 

penggerak utama di lapangan. 

d. Peran Strategis: Kesenjangan Struktural 

Meskipun peran di lapangan sangat besar, temuan penelitian menunjukkan 

fakta yang kontras pada level pengambilan keputusan. Dalam dimensi ini, peran 

perempuan masih sangat terbatas dan marjinal. Rapat-rapat besar yang membahas 

strategi besar, negosiasi politik, pembagian wilayah, dan kebijakan internal masih 

didominasi oleh unsur laki-laki. 

Perempuan lebih banyak ditempatkan pada posisi koordinator bidang atau 

pelaksana, jarang yang duduk sebagai penentu kebijakan puncak. Hal ini 

mengindikasikan adanya pembagian kerja yang bersifat gendered, di mana laki-

laki diposisikan sebagai "otak" atau pemikir strategi, sedangkan perempuan 

diposisikan sebagai "tangan" atau pelaksana. Kesenjangan ini menunjukkan 

bahwa partisipasi perempuan masih bersifat substantif dalam tenaga, namun 

belum setara secara struktural. 

2. Proses Rekrutmen: Pola Informal dan Berbasis Jaringan 

Berdasarkan teori rekrutmen politik (political recruitment theory), mekanisme 

perekrutan anggota tim sangat menentukan komposisi dan kualitas organisasi. Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa proses pemasukan kader perempuan dalam Tim 

Sukses Jarot-Ansori memiliki karakteristik khusus. Berikut tahapan perekrutannya 

berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Informan: 

Tabel 1. Proses Rekrutmen 

No Aspek Pengajuan 

Calon 

Rincian Detail Tujuan 

1 Persiapan Informasi 

Pengajuan 

Pedoman, formulir, 

berkas, dan platform 

pengajuan 

Memastikan informasi 

jelas dan terstandarisasi 

2 Pembagian 

Informasi & 

Promosi 

Publikasi informasi, 

sosialisasi, brosur, dan 

kontak person 

Meningkatkan partisipasi 

calon yang sesuai 

3 Jenis Pengajuan 

Calon 

Pengajuan mandiri, pihak 

ketiga, dan rekomendasi 

Mengumpulkan calon 

dari berbagai sumber 

4 Persyaratan Calon Syarat umum, khusus, dan 

administratif 

Menyaring calon yang 

memenuhi kelayakan 

5 Proses Verifikasi 

Berkas 

Pemeriksaan, validasi, 

seleksi, dan pemberitahuan 

Menjamin keakuratan 

dan kelengkapan data 
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6 Pendaftaran Akhir 

& Konfirmasi 

Konfirmasi, nomor 

pendaftaran, jadwal, dan 

administrasi 

Memastikan calon siap 

mengikuti seleksi 

lanjutan 

 

Proses rekrutmen cenderung bersifat informal dan personal. Perekrutan lebih 

banyak dilakukan melalui ajakan langsung, rekomendasi dari tokoh, atau berdasarkan 

jaringan pertemanan dan kekerabatan yang sudah terbangun sebelumnya. Pola ini 

umum terjadi dalam politik lokal di mana kepercayaan dan kedekatan personal 

menjadi modal utama. 

Kriteria yang dicari dalam seleksi perempuan tidak hanya melihat kapasitas 

intelektual, tetapi lebih menekankan pada potensi elektoral, penerimaan masyarakat, 

dan loyalitas. Figur perempuan yang sudah dikenal baik, disegani, dan memiliki 

basis pengikut di daerahnya lebih diprioritaskan. 

Namun, dalam penempatan posisi, masih terlihat adanya pengaruh stereotip 

gender. Perempuan cenderung lebih sering ditempatkan pada divisi-divisi yang 

dianggap sesuai dengan karakter feminin, seperti Divisi Hubungan Masyarakat, 

Divisi Perempuan dan Keluarga, atau Sekretariat, sementara posisi-posisi yang 

dianggap membutuhkan ketegasan atau kekuatan fisik lebih banyak diberikan kepada 

laki-laki. Hal ini secara tidak sadar membatasi ruang gerak perempuan untuk 

mengembangkan kapasitas di bidang strategis. 

3. Faktor Pendorong dan Penghambat 

Keberhasilan perempuan berkontribusi serta kendala yang mereka hadapi 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. 

a. Faktor Pendorong 

Pertama adalah modal sosial dan jaringan. Perempuan di Sumbawa 

memiliki akar yang kuat dalam organisasi kemasyarakatan, yang menjadi modal 

siap pakai untuk kepentingan politik. Kedua adalah karakteristik komunikasi yang 

empatik. Kemampuan perempuan dalam membangun hubungan personal menjadi 

nilai tambah yang sulit digantikan. Ketiga adalah dukungan internal dari pasangan 

calon dan ketua tim yang memberikan apresiasi terhadap peran perempuan, hal ini 

menjadi motivasi tersendiri untuk berkarya lebih maksimal. 

b. Faktor Penghambat 

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah budaya patriarki yang masih kuat. 

Pandangan bahwa politik adalah ranah laki-laki masih melekat di masyarakat, 

sehingga perempuan yang terlalu aktif berpolitik terkadang mendapat stigma 

negatif atau dianggap mengabaikan tugas rumah tangga. 

 Hambatan kedua adalah konflik peran ganda. Ini adalah masalah paling 

nyata yang dihadapi informan. Perempuan harus membagi waktu, tenaga, dan 

pikiran antara mengurus suami, anak, dan pekerjaan rumah tangga dengan 

kegiatan kampanye yang padat dan seringkali berlangsung hingga malam hari. 

Beban ganda ini seringkali menjadi alasan utama mengapa perempuan sulit untuk 

terlibat lebih dalam atau menduduki posisi tinggi yang membutuhkan konsentrasi 

penuh waktu. 

 Selain itu, keterbatasan akses informasi dan pembekalan juga menjadi 

penghambat. Seringkali informasi penting atau undangan rapat strategis tidak 

menyentuh lapisan bawah, sehingga pengetahuan perempuan terbatas pada tugas 

yang dikerjakan saja, tanpa memahami gambaran besar politik secara menyeluruh. 

Kurangnya pelatihan kepemimpinan juga membuat perempuan kurang percaya 

diri untuk tampil sebagai pemimpin atau pengambil keputusan. 
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PEMBAHASAN 

Dalam penyelenggaraan proses pemilihan, baik Pemilu maupun Pilkada, 

partisipasi politik merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan. Partisipasi ini 

menjadi komponen utama dalam pemilihan, bersama dengan keberadaan peserta, 

pemilih, dan penyelenggara. Selain itu, partisipasi politik mencerminkan salah satu ciri 

penting dari modernisasi sistem politik, berfungsi sebagai bentuk kontrol masyarakat 

terhadap jalannya pemilihan, memberikan legitimasi terhadap pemerintahan yang 

terbentuk, serta menjadi perwujudan dari jaminan konstitusional atas hak-hak politik 

setiap warga Negara (Suhenty, 2022).  

Partisipasi warga negara dalam pemilu dan Pilkada dapat diwujudkan melalui 

berbagai bentuk, seperti menggunakan hak pilih, terlibat sebagai penyelenggara, 

menjadi relawan dalam pengawasan, atau ikut serta dalam kelompok kepentingan. 

Keterlibatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam proses 

pengambilan kebijakan, meningkatkan kesadaran politik, memperkuat sistem 

demokrasi, serta menjamin terpenuhinya hak-hak politik setiap individu. Agar 

partisipasi politik menjadi lebih luas dan inklusif, diperlukan penciptaan lingkungan 

yang kondusif, antara lain dengan memastikan akses yang setara terhadap informasi 

politik, menyelenggarakan pendidikan politik yang berkualitas, mengawal proses politik 

secara transparan, serta menghapus berbagai hambatan sosial dan struktural yang dapat 

menghambat keterlibatan aktif individu, kelompok, maupun organisasi tertentu 

(Selfiyana dan Muhtadi, 2025). 

Dalam arus perubahan global yang menekankan kesetaraan gender, partisipasi 

politik perempuan bukan hanya kebutuhan mendesak, melainkan juga sebuah keharusan 

untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Keterlibatan perempuan dalam 

politik menjadi aspek penting yang layak mendapat perhatian dalam diskursus Pilkada. 

Pilkada sendiri merupakan aktivitas politik yang krusial dalam konteks otonomi daerah, 

karena di dalamnya berlangsung proses komunikasi serta pembentukan opini di antara 

berbagai aktor politik, media, dan masyarakat. Namun demikian, isu kesetaraan gender 

di ruang publik masih sering menjadi perdebatan tanpa adanya penyelesaian yang tegas 

mengenai hak-hak politik perempuan di Indonesia (Lestari, 2024). 

Pembahasan mengenai kesetaraan gender dalam politik tidak dapat dipisahkan 

dari diskursus demokrasi yang sehat. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan 

merupakan bagian penting dari prinsip hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi. 

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik memiliki dasar yang kuat, karena salah satu 

ciri utama negara demokratis adalah menjamin kebebasan berpendapat dan partisipasi 

politik seluruh warga tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan demikian, baik laki-

laki maupun perempuan berhak terlibat aktif dalam proses pengawasan pemilu. Jika 

keterlibatan perempuan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan politik 

diabaikan, maka hal itu menandakan bahwa demokrasi belum berjalan secara utuh 

(Nasution dan Ritonga, 2024). 

Partisipasi perempuan sangat penting dalam menciptakan Pilkada yang 

demokratis. Mereka dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara, 

memastikan bahwa semua suara, termasuk dari kelompok perempuan, terdengar dan 

diperhitungkan. Perempuan memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kesadaran 

politik masyarakat, terutama di lingkungan keluarga dan komunitas terdekat. Melalui 

peran tersebut, perempuan dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang mampu 

menjaga stabilitas lingkungan, menyebarkan informasi yang akurat, serta menanamkan 

nilai-nilai politik yang sehat dan demokratis. Dengan demikian, partisipasi perempuan 

dalam dunia politik menjadi unsur penting dalam mendorong terciptanya proses 

demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan (Bintari, 2021). 



 

     ||Volume||6||Nomor||1||Juni||2026|| 

e-ISSN: 2807-5900 

http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/samalewa Pp. 12 - 22 

 

20 

Secara umum, tingkat artisipasi perempuan dalam bidang politik di Kabupaten 

Sumbawa masih tergolong rendah. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam dunia 

politik tidak terlepas dari berbagai faktor utama, yaitu budaya patriarki yang masih kuat. 

Selama ini perempuan selalu ditempatkan sebagai second person dalam setiap sendi 

kehidupan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana paham patriarki yang selama ini dianut, 

diwariskan, dan diteruskan dalam masyarakat masih dianggap sebagai pemahaman yang 

wajar dan seharusnya berlaku. Patriarki memandang perempuan sebagai anggota 

masyarakat yang memiliki strata lebih rendah dibanding laki-laki. Dengan adanya 

budaya patriarki, perempuan berada dalam kekuasaan laki-laki. Perempuan tidak bisa 

menyampaikan pendapat, pemikiran, dan keinginannya secara terbuka. Komunikasi dan 

ruang geraknya seolah dibatasi dan hanya menjadi obyek dari semua keputusan dan 

pemikiran laki-laki (Hapsari dan Ilmar, 2024). 

Dengan demikian, upaya peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik 

membutuhkan strategi yang komprehensif, tidak hanya melalui kebijakan afirmatif dan 

perluasan akses, tetapi juga melalui pendidikan politik yang berkelanjutan serta 

dukungan kultural yang mampu menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dalam 

menjaga kualitas demokrasi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi 

kampanye pasangan Jarot-Ansori dalam Pilkada 2024 memanfaatkan berbagai 

pendekatan yang saling terintegrasi, yaitu grassroots mobilization, personalized 

campaign, integrated communication, dan issue- based campaign. Keempat strategi 

tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan membentuk satu kesatuan yang 

berorientasi pada penguatan dukungan politik di tingkat akar rumput.Keterlibatan 

perempuan memiliki peran penting dalam pelaksanaan strategi kampanye, khususnya 

pada aktivitas mobilisasi komunitas, komunikasi interpersonal, dan penyampaian isu-isu 

yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Perempuan berkontribusi secara signifikan 

dalam membangun kedekatan emosional dengan pemilih serta memperluas jangkauan 

komunikasi kampanye melalui jaringan sosial dan media digital. Hal ini menunjukkan 

bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai 

agen komunikasi politik di tingkat lokal. 

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan perempuan masih 

menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap perumusan strategi dan pengambilan 

keputusan politik. Dominasi aktor laki-laki dalam struktur strategis kampanye 

menyebabkan peran perempuan lebih terkonsentrasi pada ranah operasional, sehingga 

potensi kontribusi perempuan dalam penentuan arah dan strategi kampanye belum 

dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya hambatan institusional 

dan kultural yang bersifat gender dalam praktik politik lokal. Dengan demikian, 

penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas strategi kampanye politik tidak hanya 

ditentukan oleh variasi pendekatan yang digunakan, tetapi juga oleh sejauh mana 

strategi tersebut diintegrasikan secara struktural dan inklusif. Penguatan peran 

perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis menjadi faktor 

penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal serta mendorong praktik 

kampanye politik yang lebih setara dan berkelanjutan. 

 

SARAN 

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka penulis ingin memberikan beberapa 

saran, yaitu sebagai berikut:  
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1. Penguatan Kapasitas: Perlu adanya pelatihan kepemimpinan dan manajemen politik 

bagi kader perempuan agar lebih siap menduduki posisi strategis. 

2. Kebijakan Afirmatif: Pimpinan partai dan tim sukses perlu memberikan ruang yang 

lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam diskusi kebijakan, bukan hanya 

sebagai pelaksana. 

3. Perubahan Pola Pikir: Diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk 

menghilangkan stereotip negatif dan memandang peran politik perempuan sebagai 

hal yang wajar dan penting dalam demokrasi. 
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